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S.

6.

PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan pada subbagian

hukum dalam Pengeloalaan Arsip Dokumen Produk Hukum.

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum

dalam Pengeloalaan Arsip Dokumen Produk Hukum.
Prosedur Standar Operasional ini dapat di lakukan review atau evaluasi.
Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan

selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan .

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.

Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat di tanda tangani.

Disahkan di Banda Aceh,
04 Januari 2021




